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Abstract : This study was conducted to analyze how the performance of regional financial 
management of the Padang Lawas district government of North Sumatra Province. The type of 
research conducted is quantitative descriptive research using secondary data. The data analysis 
used is to calculate the Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Compatibility 
Ratio, Regional Financial Growth Ratio and Regional Original Revenue Effectiveness Ratio 
(PAD). Based on the analysis of the Regional Financial Performance of the Regional Government 
of Padang Lawas Regency conducted in the 2018-2022 fiscal year period, it is known that the 
Regional Financial Independence Ratio shows an instructive pattern relationship, the Regional 
Financial Compatibility Ratio has inequalities in Operating Expenditure and Capital 
Expenditure, the Regional Financial Growth Ratio in the last 1 (one) year has decreased, and the 
PAD Effectiveness Ratio shows that the average is at a low level i.e. below 100% or ineffective. 
Based on these findings, it was concluded that the Financial Performance of the Regional 
Government of Padang Lawas Regency had not run optimally as expected with the fiscal 
decentralization function. 
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PENDAHULUAN 
Salah satu indikator pembangunan nasional adalah pembangunan daerah Undang-

Undang No 23 RI Tentang Pemerintahan Daerah, (2014), pemerintah memberikan 
wewenang kepada daerah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri. Sebagai daerah 
otonom, pemerintah daerah seharusnya mampu membayar kebutuhannya sendiri dan 
tidak bergantung pada pemerintah pusat. Mayoritas pemerintah daerah menghadapi dua 
masalah besar. Pertama, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil, 
dan kedua, daerah terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Sofi, 
2021). Dengan otoritas daerah, setiap pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak 
kemandirian dalam pengelolaan keuangan mereka sendiri. Ini akan menghasilkan 
peningkatan kinerja keuangan daerah (Harjito et al., 2020). 

(Plt) Bupati Padanglawas (Palas) pada November 2021 lalu, drg Ahmad Zarnawi 
Pasaribu C.Cht dinilai belum mampu bekerja dengan baik untuk mewujudkan Visi dan 
Misi Palas Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya (Bercahaya). penilaian itu 
diperparah atas kondisi keuangan Pemda Palas yang mengalami defisit dua tahun 
berturut dan belum teratasi. banyak persoalan yang muncul utamanya dalam merancang, 
menyusun dan mengelola APBD Palas. Kegagalan Zarnawi merancang, menyusun dan 
mengelola APBD terlihat dari postur APBD Palas yang terus mengalami defisit. Akibatnya 
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banyak hak-hak ASN, tenaga honorer, Siltap perangkat desa dan juga lainnya belum 
terbayar akibat kondisi APBD Palas yang tidak sehat (Waspada.id, 2023). 

Pemerintah bersama DPR menetapkan (Undang-undang No 33 RI, (2004) tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang kemudian digantikan oleh 
Undang-undang No 1 RI, (2022) tentang Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah 
(UU HKPD). UU HKPD berfungsi sebagai standar hukum untuk administrasi hubungan 
keuangan pusat dan daerah. Diharapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki 
otonomi akan memiliki kemampuan untuk menetapkan standar untuk manajemen 
keuangan mereka sendiri. 

Pemerintah daerah dapat melakukan tugas pemerintah secara lebih mandiri dan 
tidak terlalu bergantung pada bantuan pusat dengan pengelolaan keuangan otonom ini, 
yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan 
akuntabilitas (Digdowiseiso & Alfian, 2023). Dengan menetapkan Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun, pemerintah daerah telah menyesuaikan 
semua tahapan pengelolaan keuangan dengan kebutuhan daerah karena mereka 
dianggap sebagai pihak yang paling dekat dan paling memahami kondisi daerah 
dibandingkan dengan pemerintah pusat. 

Tetapi pemerintah pusat tidak serta-merta "melepaskan" pemerintah daerah. 
Menurut UU HKPD, Dana Perimbangan adalah komponen dari Pendapatan Daerah. Ini 
adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN dan diberikan kepada pemerintah 
daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Dana ini ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan diharapkan 
jumlah dana ini akan berkurang seiring dengan kemandirian daerah. Pemberian dana 
transfer ini tidak lepas dari kenyataan bahwa semua daerah di Indonesia belum 
dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait dengan kemampuan masing-masing 
daerah untuk menghasilkan PAD (Rachman et al., 2023). 

Peneliti sebelumnya telah melakukan sejumlah penelitian tentang kinerja keuangan 
daerah. Penelitian sebelumnya (Digdowiseiso & Alfian, 2023) menunjukkan bahwa 
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-
2021 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima 
berubah-ubah dan bahwa pada kurun waktu tersebut, PAD tidak memenuhi target atau 
anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanto, (2019), kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Kota Mataram dari tahun 2012 hingga 2015 dianggap efektif; namun, 
rasio efisiensi dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah. Menurut 
penelitian yang dilakukan oleh Mailangkay et al., (2020), kinerja keuangan daerah Kota 
Bitung dari tahun 2015 hingga 2019 masih rendah dan terus bergantung pada 
pemerintah pusat. 

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan detail lebih lanjut. 
Beberapa indikator dapat digunakan untuk menganalisis kinerja ekonomi daerah, 
termasuk efisiensi, efektivitas, kemandirian ekonomi, aktivitas, dan pertumbuhan. 
 
KAJIAN PUSTAKA 

Dari sudut pandang teori keagenan. Sementara konstituen yang diwakili oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai prinsipal, pemerintah daerah berfungsi 
sebagai agen (Halim & Kusufi, 2014). Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 
dikenakan pada pemerintah daerah sebagai agen (Undang-Undang No 23 RI Tentang 
Pemerintahan Daerah, 2014). Laporan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja 
keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian suatu target kegiatan 
keuangan pemerintah daerah. Ini dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan 
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yang dapat diperoleh dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). 

Dengan melihat laporan keuangan untuk menilai kinerja pemerintah, masyarakat 
mendapatkan data yang tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis laporan 
keuangan digunakan untuk memahami masalah dan peluang yang ada dalam laporan 
keuangan serta menunjukkan kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. 
Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa Rasio Keuangan Daerah, 
termasuk: 
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian keuangan suatu daerah adalah kemampuan daearah membiayai 

dirinya sendiri, dapat berupa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelaksanaan pelayanan publik. Kemandirian daerah merupakan cerminan dari 

partisipasi masyarakat, semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah maka 

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam bentuk membayar pajak dan retribusi 

daerah. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut: 
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐚𝐬𝐥𝐢 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 (𝐏𝐀𝐃) 

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝑷𝒖𝒔𝒂𝒕 + 𝑷𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Tabel 1, Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian 

(%) 

Tingkat 

Kemandirian 

Pola Hubungan 

0% - 25% Rendah Sekali Instruktif 

>25% - 50% Rendah Konsultif 

>50% - 75% Sedang Partisipatif 

>75% - 100% Tinggi Delegatif 

Sumber : (Maulina & Rhea, 2019) 

2. Rasio Keserasian Keuangan Daerah 
Rasio Keserasian bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah mengoptimalkan 
dananya pada belanja operasional atau belanja modal, keduanya sangat berkaitan, 
jika pada suatu daerah pemerintahnya lebih banyak menghabiskan anggarannya 
pada Belanja Operasional maka kecil kemungkinan pemerintah daerah tersebut 
membelanjakan dananya pada sektor belanja modal, hal ini akan berpengaruh pada 
tidak bertambahnya asset untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan 
public : 
a. Rasio Belanja Operasional 

Untuk menghitung Rasio Belanja Operasional menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

b. Rasio Belanja Modal 
Menghitung Rasio Belanja Modal dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 
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𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Terjadi efisiensi belanja jika realisasi belanja kurang dari 100% (Mahmudi, 2019). 
3. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah 

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam 

tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja 

anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau 

negatif (Mahmudi, 2010).  

𝒓 =  
𝐏𝐧 − 𝐏𝐨 

𝑷𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  
Pn = Pendapatan, belanja yang dihitung tahun n (tahun berjalan) 
Po = Pendapatan, belanja, yang dihitung tahun 0 (tahun sebelumnya) 
r = Rasio Pertumbuhan 

4. Rasio Efektivitas 
Rasio Efektifitas merupakan gambaran kesesuaian target PAD yang ditetapkan 

dengan realisasi PAD nya, artinya pemerintah dianggap mampu atau tidak dalam 

menggalang PAD berdasarkan jumlah PAD yang terealisasi. Untuk menghitung Rasio 

Efektifitas PAD dapat menggunakan rumus berikut: 

 

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐚𝐬𝐥𝐢 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 (𝐏𝐀𝐃) 

𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒑𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐚𝐬𝐥𝐢 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 (𝐏𝐀𝐃)
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Tabel 2, Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 
Rasio 

Efektivitas (%) 
Kriteria Rasio 

Efektivitas 
>100% Efektif 
= 100% Efektif berimbang 
<100% Tidak Efektif 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Kinerja keuangan adalah subjek 
penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Padang Lawas tahun 2018–2022. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2018–2022, yang diakses melalui situs web 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, digunakan 
sebagai data sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data yang dipublikasikan oleh 
DJPK Kementerian Keuangan. Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang 
sudah terkumpul dari laman DJPK Kementerian Keuangan. Analisis data adalah proses 
mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2017). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2018-

2022 berdasarkan Rasio Kemandirian 
Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 
Tahun 2017-2022 

 
Tahun 

Rasio 
Kemandirian 

Keuangan 
Daerah (%) 

 
Kriteria 

Kemandirian 

 
Pola 

Hubungan 

2018 5,91 Rendah Sekali Instruktif 
2019 6,36 Rendah Sekali Instruktif 
2020 6,05 Rendah Sekali Instruktif 
2021 4,74 Rendah Sekali Instruktif 
2022 4,82 Rendah Sekali Instruktif 
Rata-
rata 

5,58 Rendah Sekali Instruktif 

Sumber: Data diolah, 2023 
Berdasarkan tabel 3 kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi. Nilai 

rasio tahun 2018 s.d 2022 rata-rata adalah 5,58%, nilai tersebut menunjukan bahwa 
kriteria kemandirian tergolong rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi adalah 
instruktif yang menunjukan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari 
pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan 
otonomi daerah). Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 
sangat rendah sekali, memiliki ketergantungan kepada Dana Transfer yang pusat 
berikan. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung jika Pemerintah Daerah tidak 
mengambil Tindakan berupa menaikan target Pendapatan asli daerah beserta 
realisasinya. 

 
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2018-

2022 berdasarkan Rasio Keserasian 
a. Belanja Operasional 

Tabel 4, Rasio Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 

Anggaran 2018-2022, 

 
Tahun 

Rasio Belanja 
Operasional (%) 

Kriteria 
Kemandirian 

2018 52,96 Efisien 
2019 52,92 Efisien 
2020 54,65 Efisien 
2021 53,55 Efisien 
2022 56,06 Efisien 
Rata-
rata 

54,03 Efisien 

Sumber: diolah peneliti (2023) 

Hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukan bahwa rasio efisiensi belanja 

stabil dimana secara keseluruhan dan nilai rata-rata 54,03%, nilai rasio tersebut 
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dibawah 100%. Berarti pemerintah Kabupaten Padang Lawas sudah melakukan 

efisiensi anggaran belanja selama tahun 2018-2022. 

b. Belanja Modal  
Tabel 5, Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 

Anggaran 2018-2022 

 
Tahun 

Rasio Belanja 
Modal (%) 

2018 19,16 
2019 21,13 
2020 13,85 
2021 13,54 
2022 13,11 
Rata-
rata 

16,16 

Sumber: diolah peneliti (2023) 

Data yang disajikan pada tabel 5 menunjukan bahwa persentase Belanja 

Modal  lebih kecil porsinya dibandingkan dengan pengeluaran pada Belanja 

Operasional. 

 

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2018-
2022 berdasarkan Rasio Pertumbuhan 
Tabel 6, Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 

2018-2022 

 
Tahun 

Rasio 
Pertumbuhan 

(%) 
2018 2,04 
2019 9,71 
2020 -15,38 
2021 6,13 
2022 0,36 

Rata-rata 0,57 
Sumber: diolah peneliti (2023) 

Berdasarkan tabel 6 di atas tergambarkan bahwa Rasio Pertumbuhan 

cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 diketahui pertumbuhan mengalami 

peningkatan sebesar 7,67%, dan kemudian ditahun berikutnya mengalami 

penurunan hingga minus sebesar (15,7)% dimana penurunan ini dikarenakan pada 

tahuin 2020 awal masa Pandemi Covid 2019. Namun tahun 2021 mengalami 

peningkatan pertumbuhan positif yang cukup signifikan sebesar 21,51% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun berikutnya pertumbuhan mengalami 

penurunan sebesar 5,76%. Dengan adanya penurunan pertumbuhan pada tahun 

2022 maka diharapkan pemerintah kabupaten Padang Lawas meningkatkan 

Pendapatan asli daerah pada tahun-tahun berikutnya.. 
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4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2018-
2022 berdasarkan Rasio Efektivitas 
Tabel 7, Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 

2018-2022 

 
Tahun 

Rasio Efektivitas 
(%) 

Kriteria 
Kemandirian 

2018 79,67 Tidak Efektif 
2019 75,80 Tidak Efektif 
2020 60,71 Tidak Efektif 
2021 55,01 Tidak Efektif 
2022 55,22 Tidak Efektif 

Rata-rata 65,28 Tidak Efektif 
Sumber: diolah peneliti (2023) 

Berdasarkan data pada tabel 7 di atas, diketahui pada periode 5 (lima) tahun 
kebelakang, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam merealisasikan Target 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya pada tahun 2018 s.d 2022 masuk ke dalam 
kategori tidak Efektif, karena nilai Rasio Efektivitasnya di bawah 100%. Sehingga 
menunjukan bahwa pemerintah daerah belum mampu untuk merealisasikan target 
penerimaan pendapatan asli daerah. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten 
Padang Lawas diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 2018-20222 Pemerintah 
Kabupaten Padang Lawas secara umum belum berjalan secara optimal dikarenakan oleh 
penyebab faktor berikut: (1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori 
rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif, (2). Rasio Keserasian antara Belanja 
Modal dan Belanja Operasional mengalami ketimpangan, (3). Rasio Pertumbuhan 
Keuangan Daerah mengalami penurunan yang drastis pada periode tahun 2020 dan 2022 
dan (4). Rasio Efektifitas PAD berada pada kondisi yang tidak efektif.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas perlu merumuskan suatu formulasi 
yang dapat menaikan PAD dan meningkatkan pengeluaran berupa belanja modal, dari 
kedua formulasi tersebut tentunya akan mempengaruhi kenaikan Tingkat Kemandirian 
daerah dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Daerah. 
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